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Abstrak
 

Kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan atas usaha jasa konsultan sekarang ini didasarkan suatu sistem

pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif khusus yang bersifat final. Tesis ini menganalisis

pelaksanaan kebijakan tersebut dari sudut pandang azas-azas perpajakan yaitu keadilan, kepastian dan

kecukupan penerimaan. Hal ini dilatarbelakangi dengan perbandingan kebijakan pemungutan Pajak

Penghasilan berdasarkan tarif progresif atas tambahan kemampuan ekonomis neto.

Undang-undang Pajak Penghasilan berserta petunjuk pelaksanaan serta peraturan di bawahnya menjadi

acuan peraturan yang digunakan dalam menganalisis permasalahan. Penelitian bersifat deskriptif analitis

dengan menggunakan metoda pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan

data dokumenter serta studi kepustakaan.

Penentuan definisi penghasilan dalam undang-undang cenderung menggunakan konsep SHS yang telah

disempurnakan yaitu menganut pengertian penghasilan atas realization accreation sehingga untuk mengukur

konsep keadilan maka penghitungan pajak dihasilkan dari tambahan kemampuan ekonomis neto dengan

penerapan tarif progresif agar prinsip equal treatment for the equals dapat tercapai. Disisi lain prinsip

unequal treatment for the unequal juga harus dipenuhi agar Wajib Pajak yang mempunyai tambahan

kemampuan ekonomis neto yang lebih besar harus memikul beban pajak yang lebih besar pula dan

sebaliknya. Untuk itu perlu diperkenankan pengurangan beban pajak. Bila kebijakan pemungutan Pajak

Penghasilan atas penghasilan bruto dengan penerapan tarif final tanpa diperbolehkan pengurangan, maka

kebijakan ini lebih mengarah kepada pajak atas transaksi.

Pemungutan Pajak Penghasilan dengan cara pemotongan oleh pihak ketiga telah diakui merupakan salah

satu kemudahan administrasi disamping terjaminnya keuangan negara. Namun demikian pemotongan

tersebut akhirnya harus dihitung atas dasar penghasilan neto, sehingga keadilan tidak terabaikan.

Kecenderungan pemerintah sekarang ini banyak mengintrodusir kebijakan pemotongan Pajak Penghasilan

dengan tarif khusus yang bersifat final, berarti mengarah kepada kebijakan dengan sistem schedular. Dan

pada akhirnya menggeser prinsip global taxation dalam kebijakan perpajakan kita menjadi schedular

taxation.
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